





A. Latar Belakang 
 
Dewasa ini penyakit – penyakit menular seksual telah menjadi suatu 
ancaman yang besar bagi penduduk dunia yang mana bukan hanya masalah 
ekonomi, sosial dan budaya, tetapi permasalahan kesehatan juga turut mengambil 
peran yang cukup besar pada permaslahan – permasalahan yang ada di dunia. 
Pemberantasan penyakit menular tersebut yang merupakan salah satu bagian dari 
pembangunan kesehatan yang menjadi tujuan besar dari negara – negara dibelahan 
dunia. Tidak serta merta tujuan – tujuan yang diinginkan oleh setiap negara tadi 
akan berjalan dengan baik jika didalamnya tidak adanya pemerintah yang 
mengatunya, oleh sebab itu peran pemerintah dalam hal ini sangat penting sebagai 
penggerak dari kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah seperti menjalankan 
suatu program – program yang mana nantinya program tersebut diharapkan mampu 
mengatasi suatu masalah – masalah di suatu daerah.  
Pentingnya peranan pemerintah dalam hal ini, karena pada hakikatnya 
memang pemerintah Menurut denhard, pemerintah memiliki suatu acuan tugas 
yang salah satunya yaitu harus terlibatnya dalam pelayanan publik, dan bekerja 
dalam rangka penanganan kepentingan umum, penanganan umum inilah yang 
dimaknai sebagai penanganan permasalahan – permasalahan yang ada 
dimasyarakat,1 permasalahan khusunya bidang kesehatan di setiap negara 
                                                          




pemerintah juga turut serta dalam mengkaji dan memberikan  perhatian yang cukup 
besar bagi permasalahan tersebut mulai dari permasalahan bidang ekonomi, soisal 
budaya hingga bidang kesehatan.  
Undang – undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang 
menyatakan bahwa kesehatan merupakan suatu hak asasi manusia dan salah satu 
unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita - cita bangsa 
Indonesia.2 Ketentuan yang dimaksud dalam konstitusi tersebut dimaknai bahwa 
negara memiliki tanggung jawab atas keberlangsungan kesehatan hidup setiap 
warga negaranya dari segala macam ancaman kesehatan. Salah satu yang menjadi 
fokus perhatian pemerintah – pemerintah dunia khususnya Indonesia dalam 
permasalahan bidang kesehatan adalah penyakit virus HIV dan AIDS, yang mana 
pada kasus – kasus virus HIV/AIDS telah masuk pada ranah permasalahan 
kepentingan umum yang harus melibatkan pemerintah dalam penyelesaiannya.  
HIV (Human Immunodeficiency Virus) sendiri merupakan suatu yang 
menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang terkena sehingga akan membuat 
tubuh rentan terhadap berbagai penyakit. HIV bisa menular dengan cara memasuki 
pembuluh darah manusia melalui luka yang terbuka, kulit yang terluka ataupun 
melalui suntikan langsung, sedangkan cairan yang biasanya menjadi sarana 
penularan HIV(Human Immunodeficiency Virus)  diantanya yaitu darah, cairan 
vagina, cairan sperma dan melalui air susu ibu HIV (Human Immunodeficiency 
Virus) untuk saat ini belum bisa disembuhkan, tetapi ada beberapa obat - obatan 
antivirus yang hanya berfungsi untuk menghambat pengubahan RNA menjadi DNA 
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dan menghambat pembentukan protein – protein aktif. Enzim yang membantu 
pengubahan RNA menjadi DNA disebut reverse transcriptase.3 Sedangkan yang 
membantu pembentukan protein – protein aktif disebut protease.  
Di Indonesia, sejak pertama kali ditemukannya infeksi HIV (Human 
Immunodeficiency Virus)  pada tahun 1987, HIV tersebar di 368 dari 497 
kabupaten/kota di seluruh provinsi. Pulau Bali adalah provinsi pertama tempat 
ditemukannya infeksi HIV/AIDS di Indonesia. Jumlah kasus bertambah menjadi 
225 di tahun 2000. Sejak itu kasus HIV/AIDS bertambah cepat dipicu oleh 
penggunaan napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif)  suntik. Pada tahun 
2006 sudah terdapat 8.194 kasus HIV/AIDS. Juni 2009 dilaporkan 17.669 
HIV/AIDS, 15.608 dari golongan waria, usia produktif 25 – 49 thun (88%).4  
Perkembangan epidemik di Indonesia meningkat di awal tahun 2000-an, 
telah ditanggapi dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor. 75 tahun 2006 yang 
mengamanatkan perlunya intensifikasi penanggulangan AIDS di Indonesia. 
Menurut data Kemenkes RI, di Indonesia dari tahun 1987 -  2016 ada sekitar 
232,323 ribu orang pengidap HIV, 86.772 pengidap AIDS, dan 14.608 mengalami 
kematian disebabkan karena HIV/AIDS. Lalu pada 4 tahun kebelakang jumlah 
kasus HIV yang tercatat oleh data Kemenkes RI sebanyak 133.933 dan 34.380 
kasus AIDS yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia Dari jumlah tersebut, 
setengah persennya berusia antara 15 hingga 60 tahun.5 
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4 Daniel Silinggawe Meluwu. Implementasi kebijakan Pemda dalam Penanggulangan HIV di Kota 
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4 
 
Data jumlah kasus HIV/AIDS di Indonesia belum berhasil diubah secara 
bermakna, karena masih menunjukkan kecenderungan meningkat secara tajam 
meski program penanggulangan HIV/AIDS telah dilakukan intensif dan telah 
menunjukkan hasil yang menggemberikan. Respon yang positif dan efektif dari 
pemerintah dan stakeholders lain dalam penanggulangan HIV/AIDS tidak hanya 
merupakan kepentingan Indonesia, tapi juga merupakan kepentingan global. 
Padahal Sejak dari 11 tahun yang lalu, pemerintah pusat telah membetuk Komisi 
penanggulangan AIDS dari pusat hingga daerah di seluruh provinsi dan 
kabupaten/kota.  
Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagai salah satu lembaga negara 
non-struktural, pertama kali dicanangkan melalui Keputusan Presiden Nomer 36 
Tahun 1994 tentang pembentukan KPA di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/ 
kota. Pencanangan KPA oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1994 dilakukan 
bukan semata – mata untuk menyaingi atau menggeser tugas Dinas Kesehatan 
sebagai salah satu aktor pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS kabupaten 
atau kota tetapi, dengan pemahaman bahwa berdasarkan pengalaman global dan 
regional, dalam rangka pencegahan dan penanggulangan AIDS di Indonesia secara 
menyeluruh melihat bahwa kasus HIV/AIDS ini sudah mengalami fase yang cukup 
luas dan butuh suatu pengendalian yang terintegrasi dan terfokus maka, perlu 
dibentuk suatu komisi yang bersifat lintas sektor pemerintahan dengan nama 
Komisi Penanggulangan AIDS.6  
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Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 kemudian semakin memperkuat 
kedudukan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional untuk mendorong partisipasi 
lintas sektor yang lebih luas dalam penanggulangan AIDS nasional, tidak hanya 
dari sektor pemerintahan namun juga dari komunitas terdampak, masyarakat sipil, 
akademisi, keagamaan dan swasta. Perluasan partisipasi bermacam sektor 
dilakukan untuk mengantisipasi dampak yang lebih besar dari epidemi AIDS di 
bidang kesehatan, sosial, politik dan ekonomi dimasa yang akan datang.  
Dalam Peraturan presiden tersebut disebutkan bahwa KPA Nasional 
diketuai oleh Menko Kesra, bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan 
mempunyai Sekretaris yang purna waktu. Tugas dan tanggung jawab Komisi 
Penanggulangan AIDS Nasional sesuai dengan Perpres No 75 / 2006 antara lain: 
menetapkan kebijakan dan rencana strategis nasional serta pedoman umum 
pencegahan, pengendalian dan penanggulangan AIDS; melakukan koordinasi lintas 
sektor pemerintah dan non-pemerintah serta memberikan arahan kepada Komisi 
Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam rangka pencegahan, 
pengendalian dan penanggulangan AIDS  Pemerintah pusat maupun daerah juga 
telah mengalokasikan dana khusus untuk Komisi Penanggulangan AIDS dalam 
upaya penanggulangan AIDS.  
Selain itu pemerintah juga memberikan upaya dengan menerapkan Public 
Private Partnership (PPP) yang mana bertujuan untuk membuka peluang kemitraan 
atau kerjasama sektor non pemerintah atau swasta untuk menyelenggarakan 
pencegahan HIV, dan mengembangkan upaya – upaya yang didukung CSR 
(corporate social responsibility). Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dalam 
hal ini yakni untuk meningkatkan pendanaan, menambah layanan kesehatan, 
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menambah tenaga kesehatan swasta, dan lainnya. Kemitraan juga dilakukan oleh 
pemerintah dengan LSM lokal maupun internasional, guna  memberikan suatu 
sosialisasi – sosialisasi tentang HIV/AIDS dimasyarakat sekitar, seperti 
pentinganya pemakaian alat kontrasepsi pada pasangan yang ingin berhubungan, 
dan lain sebagainya. Permasalahan peningkatan kasus pengidap HIV/AIDS 
Pemerintah Indonesia dalam menyikapi permasalahan ini telah mengeluarkan sautu 
program – program dalam mencegah maupun menanggulangi kasus peningkatan 
HIV/AIDS yang mana dalam Strategi dan Rencana Aksi Nasional tahun 2015 – 
2019  
Dalam penanganan HIV/AIDS pemerintah Indonesia telah fokus pada 
penguatan akses dan kualitas pencegahan HIV/AIDS komperehensif melalui 
continum of care PMTS – LKB untuk populasi kunci di daerah prioritas, yang 
dimaksud dari Continum of care (CoC) adalah kelompok sasaran yang nantinya 
akan mendapatkan program penanggulangan AIDS secara berkesinambungan, 
mulai dari berbagai upaya pencegahan berbasis komunitas seperti Pencegahan HIV 
melalui Transimisi Seksual (PMTS) sampai mendapatkan layanan kesehatan seperti 
IMS dan tes HIV serta layanan rujukan yang komperehensif, seperti Layanan 
Komperehensi Berkesinambungan (LKB) sampai dengan upaya mempertahankan 
pengobatan.  
Namun sampai saat ini, melihat upaya – upaya yang telah dilakukan oleh 
pemerintah pusat dalam penanggulangan HIV/AIDS telah aktif tetapi yang terjadi 
dilapangan masih belum terlihat hasil dari upaya yang dilakukan karena masih 
adanya kenaikan yang signifikan pada pengidap HIV/AIDS. Dilihat dari 4 tahun 
kebelakang jumlah kasus HIV yang tercatat oleh data Kemenkes RI sebanyak 
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133.933 dan 34.380 kasus AIDS yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia Dari 
jumlah tersebut, setengah persennya berusia antara 15 hingga 60 tahun.7 
Dalam hal ini pemerintah pusat harus lebih memberikan perhatian yang 
khusus pada permasalahan penyakit menular ini. Permasalahan dari penyakit 
menular ini bukan hanya menjadi masalah pemerintah pusat saja, melainkan turut 
mengambil peran pemerintah daerah seperti halnya pemerintah daerah  Kota 
Malang. Kota Malang merupakan salah satu Kota yang berada di provinsi Jawa 
Timur yang berdekatan dengan beberapa Kota besar seperti Kota Surabaya. Kota 
ini sendiri merupakan salah satu Kota kedua terbesar yang masyarakatnya terkena 
atau menjadi pengidap virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) maupun AIDS 
(Acquired Immune Deficiency Syndrome), yang mana Kota Surabaya menjadi Kota 
pertama pengidap HIV (Human Immunodeficiency Virus)  dan AIDS (Acquired 
Immune Deficiency Syndrome) terbesar se-Jawa timur.  
Berdasarkan data Dinas kesehatan Jawa timur hingga bulan Juni 2016, telah 
ditemukan sebanyak 62 % atau 35.690 orang dengan HIV/ AIDS (ODHA). Estimasi 
kasus HIV/ AIDS sekitar 57.821. Kasus AIDS hingga Juni 2016 terdapat 15.461 
dengan 3.679 orang meninggal atau 25 persen. Kasus AIDS pada ibu rumah tangga 
sebanyak 2.944 orang atau 19,72 persen dari total kasus AIDS. Ada lima terurut 
kabupaten/ kota dengan HIV /AIDS terbanyak yakni Kota Surabaya, Kota Malang, 
Kab. Banyuwangi, Kab. Jember, dan Kab. Sidoarjo. Dari jumlah 595 ibu pengidap 
HIV maupun AIDS telah melahirkan bayi yang terindikasi tertular virus HIV 
maupun AIDS dari ibu pada saat didalam kandungan, terdapat sebanyak 150 bayi 
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atau 25 persen sudah dilakukan tes HIV. Hasilnya sebanyak 79 bayi atau 59 persen 
dinyatakan positif HIV. Sedangkan bayi positif HIV (Human Immunodeficiency 
Virus)   meninggal sebanyak 20 anak. 8 Lalu dilihat dari data Dinas Kesehatan Kota 
Malang mulai dari tahun 2005 – 2016 Kota Malang memiliki 3.273 kasus pengidap 
HIV maupun AIDS yang mana dari jumlah tersebut jenis pengidapnya yaitu mulai 
dari bayi hingga lansia. 9 
Pada faktanya dilapangan perkembangan HIV/AIDS dikota malang ini 
dikarenakan kota malang yang menjadikan suatu kota yang terbuka dengan 
banyaknya pendatang yang masuk dan keluar kota malang terutama pada 
mahasiswa, pelajar, dan pekerja/karyawan. Yang mana pada penyebarannya bukan 
hanya berasal dari masyarakat asli malang saja tetapi melainkan ada turut serta dari 
masyarakat luar dalam melakukan penyebaran penyakit HIV/AIDS ini.  
Ditambah lagi dengan adanya jumlah populasi gay dari tahun ketahun 
meningkat di kota Malang yang tergolong tinggi dimana dibuktikan dengan adanya 
komunitas atau yayasan yang mewadahi gay yang berdiri di kota malang. Ini lah 
yang menyebabkan peningkatan perkembangan HIV/AIDS di kota Malang menjadi 
kenaikan yang signifikan.10 Dan pada intinya perkembangan HIV/AIDS dikota 
malang karena disebabkan oleh meningkatnya heteroseksual di kalangan 
masyarakat yakni terbukti dengan dengan adanya peningkatan proporsi kasus pada 
heteroseksual sebanyak 71,19%11 
                                                          
8 Data dinas kesehatan prov. Jawa timur 2016 
9 Data Dinas Kesehatan Kota Malang 2016  
10 Risanita Diah Fatmala. Faktor Predisposing, enabling dan reinforcing dalam pemanfaatan VCT 
oleh Laki – laki seks dengan laki – laki: 2016. 
11 IGAMA, 2014. Laporan Data Kasus HIV/AIDS 2014. Malang: Yayasan IGAMA Malang. 
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Melihat hal tersebut untuk mencegah lajunya infeksi penyebaran virus 
HIV/AIDS di Kota Malang, pemerintah kota malang melalui Dinas Kesehatan kota 
Malang telah mengimplementasikan program pencegahan dan penanggulangan 
HIV/ AIDS yang mana program tersebut dapat kita temukan di dalam rencana kerja 
tahunan tahun 2016 dan juga telah memiliki payung hukum yakni tertera pada Pasal 
15 (Perda Kota Malang Nomor. 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan), 
yang mana berbunyi pemerintah daerah menjamin terlaksananya penanggulangan 
dan pemberantasan penyakit menular yang menjadi masalah utama kesehatan, salah 
satu point yang dituju yakni penyakit HIV - ADIS12. Program tersebut meliputi 
promosi hidup sehat, program VCT (volunluentary, counseling, dan testing), 
program yang mengutamakan komponen pencegahan, transmisi jarum dan alat 
suntik, program edukasi dini pencegahan HIV/AIDS. 13 
Dalam konteks desentralisasi, komitmen global telah menjadi komitmen 
nasional seharusnya menjadi komitmen wilayah otonom kabupaten/kota. 
Mengingat kejadian penyakit bersifat spesifik local, setiap kabupaten/kota telah 
memiliki wewenang untuk memberikan suatu keputusan dalam menetapkan 
prioritas masalah kesehatan sesuai dengan permasalahan daerah semisalnya saja 
pada permasalahan peningkatan angka kasus HIV/AIDS di kota Malang, yang mana 
dalam pengendaliannya harus dilakukan secara komperehensif.  
Terjadinya penyakit pada masyarakat akan terus berulang tanpa henti jika 
kita hanya melaksanakan pengobatan tanpa upaya mengendalikan faktor risiko, 
faktor resiko adalah berbagai faktor yang berperan dalam setiap terjadinya penyakit 
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13 Data Dinas Kesehatan Kota Malang 2016 
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.14 Jika kita bandingkan dengan program yang telah diberikan oleh pemerintah Kota 
Malang. Program tersebut masih dibilang bersifat umum yang hanya melihat dari 
beberapa faktor, padahal Faktor – faktor risiko yang dimaksud disini yakni, faktor 
kondisi lingkungan pemukiman penduduk, serta faktor penduduk yang mencakup, 
budaya, perilaku, kepadatan, pendidikan dan lain – lain.  
Kemudian dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS 
harus saling terintergrasi satu dengan yang lain karena semakin banyak aktor – aktor 
yang menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam pencegahan HIV/AIDS maka 
semakin mudah untuk menurunkan angka kasus pengidap HIV/AIDS. Seperti 
halnya relasi antara Pemerintah dengan pemerintah atau lembaga antar lembaga, 
pemerintah dengan swasta, serta pemerintah dengan masyarakat haruslah 
memberikan suatu konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan atau program yang 
mana akan memberikan suatu dampak yang nyata dalam penanganan HIV/AIDS.  
Oleh sebab itu permasalahan HIV/AIDS yang dirasa sudah mengalami fase 
yang cukup luas maka pemerintah daerah kota Malang disini bukan hanya serta 
merta menggunakan konsep kemitraan yang mengandalkan swasta (Public Private 
Partnership) saja melainkan disini pemerintah daerah kota Malang harus 
menggerakkan stakeholders yang ada di kota Malang dengan menggunakan model 
Collaborative governance, karena memang di Kota Malang sendiri dirasa adanya 
keterbatasan akses sumber daya yang memadai untuk menjawab permasalahan 
HIV/AIDS ini yang mana dalam penyelesaiannya harus bersifat lintas sektor dan 
melibatkan semua pihak, adanya kepedulian terhadap permasalahan HIV/AIDS, 
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serta butuhnya pembiayaan tambahan agar pelaksanaan program terkait 
permasalahan ini menjadi seimbang, penyebab ini menjadi suatu indikator bahwa 
diharuskannya penyelesaian permasalahan pada kasus ini menggunakan model 
Collaborative governance.  
Indikator - indikator tadilah yang akan mendorong terlaksananya konsep 
Collaorative Governance. Maka dari itu model Collaborative governance ini dirasa 
baik digunakan untuk memberikan dorongan terhadap permasalahan HIV/AIDS di 
kota malang. Dengan mengembangkan kolaborasi antar stakeholder inilah, institusi 
pemerintah akan mendapatkan dukungan sumber daya dari sektor bisnis ataupun 
masyarakat sipil yang menjadi mitranya untuk memenuhi kebutuhan dan 
kepentingan publik. Karena dilihat pendatang yang keluar dan masuk kota malang 
seperti mahasiswa, pelajar, dan pekerja oleh sebab itu dalam penanganannya harus 
meliatkan semua pihak. 
Berkaitan juga dengan hal ini peningkatan yang terjadi pada angka kasus 
HIV/AIDS jika dilihat dari data diatas telah membuat semua kalangan masyarakat 
menjadi kawatir khususnya masyarakat, pemerintah Kota Malang dan juga sering 
dibahas dalam suatu penelitian oleh para akademisi. Pada penelitian Muhammad 
Muqorrobin Ist (2016) yang mengkaji Proses Collaborative Governance dalam 
bidang kesehatan kota Blitar lebih fokus pada pelaksanaan kolaborasi antar 
stakeholder dalam pengendalian penyakit TB-HIV. Penyelesaian suatu penyakit 
didaerah seperti TB-HIV penulis memilih menggunakan pendekatan Collaborative 
Governance, yang mana ini juga digunakan pada kedua peneliti ini untuk 
mengungkap kasus permasalahan penyakit menular. Walaupun sama pada segi teori 
yang digunakan pada penelitian, tetapi penelitian dari Muhammad Muqorrobin Ist 
12 
 
berbeda dengan penelitian ini terutama dari kasus penelitian. Kendati demikian 
penelitian dari Muhammad Muqorrobin Ist tetap menjadi relevan dengan penelitian 
ini karena kedua peneliti ini sama – sama mengungkap suatu permasalaha penyakit 
menular dengan model collaborative governance.15 
Sama halnya dengan Argyo Demartoto yang mengkaji Efektivitas 
Collaborative Governance dalam Pelayanan Komprehensif Berkesinambungan 
untuk Menanggulangi HIV/AIDS. Yang mana lebih berfokus pada keefektifan 
penggunaan dalam model collaborative governance dalam pencegahan dan 
penanggulangan AIDS dengan melalui pelayanan dari pemerintah. Perbedaan yang 
terlihat pada penelitian ini pada penelitian sebelumnya yakni pada obyek yang 
diteliti, jika yang sebelumnya ingin mengetahui proses collaborative governance 
dalam penyelesaian permasalahan TB-HIV maka pada penelitian Argyo Demartoto 
ingin mengungkap suatu kefektifan collaborative governance dalam pelayanan 
pemerintah pada penanggulangan HIV/AIDS. Namun demikian penelitian dari 
keduanya tetapi menjadi relevan karena sama – sama menggunakan konsep 
collaborative governance.16 
Melihat dari penelitian terdahulu bahwa memang permasalahan ini 
kedepannya akan menjadi masalah yang semakin  kompleks,  hal ini menciptakan 
motivasi kepada penulis untuk mencari suatu problem solution pada kasus 
HIV/AIDS di Kota Malang.  
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Pada penelitian ini penulis beranggapan bahwa pada kasus atau 
permasalahan pengidap HIV/AIDS ada beberapa faktor penyebab meningkatnya 
angka kasus pengidap HIV/AIDS di Kota Malang yakni, 1). Adanya indikasi karena 
kurang maksimalnya pelaksanaan kebijakan - kebijakan atau program pada 
penanggulangan HIV/AIDS di Kota Malang, yang mana terbukti dengan belum 
meratanya informasi – informasi terkait dengan kebijakan penanggulangan 
HIV/AIDS pada kelompok target sasaran seperti halnya, masih belum mengetahui 
beberapa layanan – layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Malang melalui 
Dinas Kesehatan Kota Malang, seperti Layanan konseling testing sukarela untuk 
masyarakat yang sekiranya ingin memeriksakan apakah dia terkena atau belum 
terkena virus HIV/AIDS, dan juga layanan Jarum suntik Steeril. 2).  
Selain itu juga adanya kesalahpahaman atau kurang lengkapnya 
pengetahuan masyarakat tentang HIV/AIDS seringkali berdampak pada stigmasi 
(prasangka buruk) terhadap pengidap HIV/AIDS atau yang dikenal ODHIV hal ini 
mengakibatkan laju pertumbuhan kasus HIV/AIDS ditanah air maupun didaerah 
terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. 3). Serta adanya diskriminasi dan 
kurang perhatiannya masyarakat terhadap pengidap HIV/AIDS yang mana 
berdampak pada tidak adanya semangat untuk sembuh dan sehat dari penyakit 
tersebut dan memilih untuk menularkannya kepada orang lain.  
Dengan demikian melihat adanya indikasi – indikasi yang menyebabkan  
peningkatan HIV/AIDS itu meningkat maka pemerintah melalui Dinas Kesehatan 
kota Malang dan juga KPAD (Komisi Penanggulangan AIDS daerah) harus 
menciptakan suatu kebijakan atau program dengan menggunakan suatu 
pengendalian yang terintegrasi yang dimaksudkan disini yakni dengan 
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meningkatkan model collaborative governance  terhadap memberikan penanganan 
dan pencegahan HIV/AIDS di kota Malang.   
Adanya permasalahan yang selama ini tidak kunjung usai menyebabkan 
pentingnya melakukan model collaborative governance  yang mana harus adanya 
upaya pragmatisme dalam menyelesaikan kasus yang dianggap sangat sulit untuk 
diatasi. Keterbatasan suatu instansi/Lembaga dalam menyelesaikan suatu masalah 
itulah yang sehingga pentingya melakukan suatu kerjasama yang tidak hanya 
kemitraan, tetapi juga adanya kolaborasi yang saling memberikan suatu bentuk 
dukungan dalam pencapaian tujuan. Oleh sebab itu dengan adanya integrasi antara 
pemerintah dengan stakeholders di Kota Malang diyakini akan mampu 
mengendalikan penyebaran virus HIV/AIDS. 
B. Rumusan Masalah   
1. Bagaimana strategi Dinas Kesehatan dalam pencegahan dan 
penanggulangan HIV/AIDS di Kota Malang berbasis collaborative 
governance ? 
 
C. Tujuan Penelitian    
1. Mengetahui strategi Dinas Kesehatan pencegahan dan 







D. Manfaat Penelitian  
 
Manfaat yang diperoleh pada penelitian ini secara umum terbagi ke dalam 
dua kategori. Yaitu yang pertama manfaat secara teoritis dan yang kedua manfaat 
secara praktis.Berikut penjelasannya. 
1. Manfaat Teoritis 
 
a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian atau studi 
tentang pengaruh variable dalam teori collaborative governance, 
serta dapat memberikan kajian atau studi tentang model 
collaborative governance  
b. Hasil penelitian ini dapat menambah refrensi terhadap kajian 
pada penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS sebagai 
peningkatan pembangunan bidang kesehatan. 
c. Memberikan solusi terhadap permasalahan peningkatan pengidap 
HIV/AIDS di Kota Malang. 
 
2. Manfaat Praktis 
 
Penelitian ini bisa digunakan secara aplikatif untuk memberikan 
sumbangsih dengan menghadirkan manfaat praktis terhadap pemerintah, 
masyarakat, dan akademisi. 
a. Pemerintah 
Bagi Pemerintah yakni, penelitian ini dapat menjadi suatu 
instrument atau refrensi untuk evaluasi terhadap 
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berlangsungnya suatu kebijakan ataupun program 
pemberantasan dan pencegahan HIV/AIDS Kota Malang. 
b. Masyarakat 
Bagi masyarakat, penelitian ini digunakan untuk sebagai acuan 
masyarakat untuk lebih bersimpati dan berhati – hati pada 
kasus peningkatan HIV/AIDS dengan cara terus - menerus 
mengikuti perkembangan program – program yang telah 
pemerintah keluarkan. 
c. Akademisi 
Bagi Akaedemisi, penelitian ini dapat menjadikan suatu 
penambahan sumber dan refrensi untuk meneliti tentang 
Penerapan model collaborative governance dalam pencegahan 
dan penanggulangan penyebaran penyakit HIV/AIDS. 
 
E. Definisi Konseptual 
  
Definisi Konseptual merupakan batasan terhadap masalah – masalah yang 
dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam 
mengoperasionalkannya pada saat di lapangan. Untuk memahami dan memudahkan 
dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan 
ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan 






1. Strategi  
 
Menurut Anthony, Parrewe dan Kacmar strategi dapat didefinisikan 
sebagai formulasi misi dan tujuan organisasi, termasuk di dalamnya adalah 
rencana aksi (action plans) untuk mencapai tujuan tersebut dengan secara 
eksplisit mempertimbangkan kondisi persaingan dan pengaruh-pengaruh 
kekuatan di luar organisasi yang secara langsung atau tidak berpengaruh 
terhadap kelangsungan organisasi17 
Dalam hal ini dinas kesehatan Kota Malang sebagai bagian dari 
lembaga pemerintahan telah membuat suatu strategi – strategi pencegahan 
dan penaggulangan HIV/AIDS dengan mngeluarkan satu kebijakan tentang 
penyakit menular dan juga telah menciptakan beberapa program seperti 
layanan promosi hidup sehat, program VCT (volunluentary, counseling, dan 
testing), program yang mengutamakan komponen pencegahan, transmisi 
jarum dan alat suntik, program edukasi dini pencegahan HIV/AIDS. 
 
2. Pencegahan dan penaggulangan  
 
Pencegahan merupakan suatu proses cara, tindakan mencegah atau 
tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan 
merupakan tindakan. Yang mana dalam pencegahannya pemerintah pusat 
maupun daerah telah membuat suatu komisi yang fokus dalam pencegahan 
HIV/AIDS yakni dengan membangun komisi penanggulangan AIDS daerah 
                                                          
17 Anthony, W.P., Parrewe, P. L., dan Kacmar, K.M. 1999. Strategic Human Resource 
Management. Second Edition. Orlando : Harcourt Brace and Company. 
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dan nasional dan ini juga termasuk salah satu strategi pemerintah pusat dan 
daerah dalam mencegah dan menaggulangi HIV/AIDS . 
Sedangkan penanggulangan sendiri merupakan suatu upaya 
mengatasi dan memberikan suatu solusi kepada para masyarakat khususnya 
yang telah terkena virus HIV/AIDS untuk mengikuti program – program 
yang telah diberikan oleh pemerintah. 
 
3. Collaborative governance 
 
Istilah Collaborative governance  menurut Ansell & Gash 
merupakan suatu cara pengelolaan masalah pemerintah suatu negara yang 
mana melibatkan secara langsung stakeholder local maupun internasional, 
berorientasi consensus, dan musyawarah dalam proses pengambilan 
keputusan kolektif, yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan 
kebijakan public serta program – program public .18 
Fokus dari pada Collaborative governance   ada pada kebijakan dan 
masalah public. Institusi public memang memiliki orientasi besar dalam 
pembuatan kebijakan, tujuan dan proses kaloborasi adalah mencapai drajat 
konsesus diantara stakeholders. Collaborative governance  selalu 
menghendaki terwujudnya keadilan sosial dalam memenuhi kepentingan 
publik.  
 
                                                          
18 Ansell & Gash. 2007. “Collaborative Governance in Theory and Practice”. JPART 18: 543–571. 
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Definisi tersebut dapat dirumuskan menjadi beberapa kata kunci 
yang menekankan pada enam karakteristik, yaitu:  
1. Forum tersebut diinisiasi atau dilaksanakan oleh lembaga publik 
maupun aktor-aktor dalam lembaga publik.  
2. Peserta di dalam forum tersebut juga termasuk aktor non - publik  
3. Peserta terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengambilan 
keputusan dan keputusan tidak harus merujuk kepada aktor-aktor 
publik. 
4. Forum terorganisir secara formal dan pertemuan diadakan secara 
Bersama-sama.  
5. Forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan 
bersama, dengan kata lain forum ini berorientasi pada konsensus.  
6. Kolaborasi berfokus pada kebijakan publik maupun manajemen 
publik.19 
 
F. Definisi Operasional 
 
Definisi Operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variable 
diukur. Dengan melihat definisi operasional dalam suatu penelitian, maka seorang 
peneliti akan dapat mengetahui suatu variable yang akan diteliti. 
 
 
                                                          
19 Ansell & Gash. 2007. “Collaborative Governance in Theory and Practice”. JPART 18: 543–571. 
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A. Kebijakan Pelayanan Kesehatan Sebagai strategi pencegahan dan 
penanggulangan HIV/AIDS di daerah Kota Malang (Peraturah 
daerah Kota Malang No.12 Tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan) 
B. Kepemimpinan Fasilitatif dalam pencegahan dan penanggulangan 
HIV/AIDS di kota Malang 
1. Intervensi KPAD pada pencegahan dan penanggulangan 
HIV/AIDS dikota Malang 
2. Kepentingan aktor dalam pelaksanaan pencegahan dan 
penanggulangan HIV/AIDS dikota Malang 
3. Dinamika dialog terhadap pencegahan dan penanggulangan 
HIV/AIDS dikota Malang 
4. Tingkat dominasi dialog pada pencegahan dan penanggulangan 
HIV/AIDS di kota Malang 
5. Keseimbangan sumber daya dan dorongan berpartisipasi dalam 
pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di kota Malang 
C. Desain institusional melalui partisipan inkluisivitas dalam  
pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dikota malang 
1. Proses kolaboratif dalam forum Rakerda KPA kota Malang 
D. Proses tata kelola kolaboratif untuk mencapai kota Malang 
bebas HIV/AIDS 
1. Kolaboratif  pemerintah dan non pemerintah dalam pencegahan 
dan penanggulangan HIV/AIDS di kota Malang 
2. Kolaboratif melalui pelakasanaan program pencegahan dan 
penanggulangan HIV/AIDS di kota Malang 
E. Hasil Kolaboratif pada Pencegahan dan penanggulangan 
HIV/AIDS di kota Malang 
 
C. Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian problem solution karena penelitan ini 
berusaha untuk menemukan solusi yang berhubungan dengan permasalahan yang 
diteliti. Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut 
terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data , tujuan, 
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dan kegunaan20. Pada penelitian ini metode yang digunakan yakni menggunakan 
metode kualitatif. Metode kualitatif sendiri harus berdasarkan pada pondasi 
penelitian, paradigma penelitian, perumusan masalah , tahapan penelitian, kriteria 
dan teknik pemeriksaan data dan penafsiran data.21 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian 
deskriptif. Tipe penelitian ini berusaha untuk menerangkan fenomena sosial 
tertentu, misalnya perceraian, pengangguran, keadaan gizi, prefeferensi 
terhadap politik dan lain – lain22. Pada  prosedur – prosedur penelitian yang 
menghasilkan data – data deskriptif seperti kata – kata tetulis atau lisan 
tentang sifat – sifat individu, keadaan, gejala dari kelompok tertentu yang 
diamati akan memudahkan peneliti dalam menggambarkan tentang Strategi 
pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS berbasis Collaborative 
Governance (Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang). 
2. Sumber Data 
Sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan 
metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen – 
dokumen.23 Pencatatan sumber data bisa melalui wawancara atau 
pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, 
dan bertanya. Pada penelitian kualitatif, kegiatan – kegiatan ini dilakukan 
                                                          
20 Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 
Bandung: Alfabeta. Hlm. 2 
21 Sudarto. 1995. Metodologi Penelitian dan Filsafat. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 63 
22 Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. Metode Penelitian Survey. LP3ES. Jakarta. 
Hlm.4 
23 HB, Sutopo. 2006, Metode Penelitian Kualitatif, Surakarta: UNS Press. Hlm. 56 - 57 
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secara terarah dan harus selalu bertujuan untuk memperoleh suatu informasi 
yang dibutuhkan. Berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan dalam 
penelitian ini sebagai berikut. 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh 
sumbernya yang mana dihasilkan dari proses wawancara, observasi 
lapangan, dokumentasi. Pada proses wawancara yang nantinya akan 
dilakukan oleh kepala pecegahan dan penanggulangan penyakit 
Dinas kesehatan kota Malang, Komisi Penanggulangan AIDS Kota 
Malang,  LSM anti AIDS. 
b. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber 
secara langsung . pada data sekunder ini sumber yang didapatkan 
yakni berasal dari sumber tertulis seperti sumber buku, majalah 
ilmiah, dan dokumen – dokumen dari pihak yang terkait mengenai 
Strategi pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS berbasis 
Collaborative Governance (Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang). 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Salah satu kegiatan pada penelitian adalah pengumpulan suatu data. 
Kegiatan data dilakukan dengan teknik tertentu dan menggunakan alat 
tertentu yang sering disebut instrument penelitian. Data yang diperoleh dari 
proses tersebut kemudian dihimpun, ditata, dianalisis, untuk menjadi 
informasi yang dapat menjelaskan suatu fenomena atau keterkaitan antara 
fenomena yang satu dengan yang lain. Teknik pengumpulan data yang 
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digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teknik yang memungkinkan 
diperolehnya data detail dengan waktu yang relatif lama.24  
Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan peneliti untuk 
mendapatkan data yang diperlukan dari berbagai sumber dengan waktu 
yang banyak. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Berikut ini akan dijelaskan 
teknik – teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai 
berikut. 
a. Teknik observasi 
Teknik observasi pada penelitian adalah suatu pengamatan dan 
pencatatan secara sistematik terhadap unsur – unsur yang tampak dalam 
suatu gejala atau gejala – gejala pada objek penelitian.25 Teknik 
pengumpulan data dengan metode observasi pada penelitian biasanya 
dilakukan untuk penelitian yang berkenaan langsung dengan perilaku 
manusia, proses kerja, gejala – gejala alam dan bila responden yang diamati 
tidak terlalu besar. 26 Pada proses pelaksanaannya sendiri pengumpulan data 
dengan teknik ini dibagi menjadi 2 macam yakni, participation observation, 
dan non participant observation.27 
                                                          
24 Maryadi, dkk. 2010. Pedoman Penulisan Skripsi FKIP. Surakarta: Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Hlm. 14 
25 Nawawi, Hadari dan Martini Hadari. 1992. Instrumen Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: 
Gajah Mada University Press. Hlm. 74 
26 Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 
Bandung: Alfabeta. Hlm. 166 
27 Ibid.Hlm 166 
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Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
observasi merupakan kegiatan akan digunakan oleh peneliti guna untuk 
menyempurnakan penelitian mengenai “Strategi pencegahan dan 
penanggulangan HIV/AIDS berbasis Collaborative Governance (Studi di 
Dinas Kesehatan Kota Malang)”, agar nantinya akan mencapai hasil yang 
maksimal.  
b. Teknik Wawancara 
Pada teknik wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 
apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan 
suatu kasus yang yang harus diteliti, serta biasanya digunakan untuk 
mengetahui hal – hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 
resnponden yang sedikit.28 Pada penelitian ini wawancara yang digunakan 
yakni dengan mengajukan pertanyaan – pertanyaan yang terstruktur karena 
peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis 
dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari. 
Wawancara pada penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kota 
Malang, Komisi penanggulangan AIDS kota Malang (KPAD), LSM anti 
AIDS. Teknik wawancara inilah yang menjadi teknik terpenting pada 
penelitian yang mengharuskan peneliti bertatap muka dengan narasumber 
sehingga dapat melakukan Tanya jawab secara langsung dan juga teknik ini 
menjadi penguat data – data yang ada. 
 
 
                                                          
28 Sugioyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif dan RND. Bandung : Alfabeta. Hlm.194  
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c. Teknik Dokumentasi 
Teknik dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti 
dengan cara mengumpulkan dokumen – dokumen dari sumber terpercaya 
yang mengetahui tentnag narasumber, semisalnya instantsi pemerintahan. 
Pada metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai variable yang 
berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 
agenda, dan sebagainya.29 Metode dokumentasi yang banyak digunakan 
yaitu informasi yang berasal dari catatan – catatan penting baik lembaga 
atau organisasi ataupun individu. 30 
Berdasarkan kedua pendapat para ahli dapat ditarik kesimpulan 
bahwa pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan suatu hal yang 
dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal media 
cetak membahas mengenai narasumber yang akan diteliti, karena menurut 
pakar lain dokumentasi bisa berbentuk lisan, gambar atau karya – karya 
monumental dari seseorang.31 
Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi ini merupakan suatu 
metode yang nantinya akan digunakan, karena sangat baik dengan metode 
yang bersifat kualitatif dan nantinya akan memudahkan peneliti dalam 
penyusunan penelitian. Secara keseluruhan teknik – teknik ini digunakan 
untuk mendapatkan data mengenai Strategi pencegahan dan 
                                                          
29 Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 
231 
30 Hamidi. 2004. Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan 
Lapangan Penellitian. Malang: UMM Press. Hlm. 72 
31 Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 
Bandung: Alfabeta. Hlm. 240 
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penanggulangan HIV/AIDS berbasis Collaborative Governance (Studi di 
Dinas Kesehatan Kota Malang). 
D. Subjek Penelitian 
Subjek penelitian atau responden adalah orang yang nantinya diminta untuk 
menjadi narasumber untuk memberikan keterangan tetang suatu fakta atau 
pendapat. Subjek penelitian adalah sujek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti.32 
Penentuan pada subjek penelitan atau sampel dalam penelitian kualitatif berbeda 
dengan penelitian kuantitatif. Menurut Lincoln dan guba mengemukakan bahwa, 
penentuan sampel dalam penelitian kulalitatif sangat berbeda dengan penentuan 
sample pada penelitian kuantitatif. Penentuan sampel tidak dasarkan pada 
perhitungan statistik tetapi lebih pada deskriptif. Sampel yang dipilih berfungsi 
untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan  untuk digeneralisasikan.33 
Berdasarkan penjelasan diatas, maka pada penentuan subjek penelitian 
haruslah digunakan untuk mencari dan mendapatkan data yang dibutuhkan secara 
jelas dan mendalam. Penentuan subjek penelitian atau responden dalam penelitian 
ini dilakukan dengan cara purposive sampling. Purposive sampling sendiri 
merupakan sautu cara penarikan sample yang dilakukan dengan memilih subjek 
berdasarkan kriteria spesifik yang telah diterapkan oleh peneliti atau juga 
pengambilan sample dengan meyesuaikan tujuan penelitian dan pertimbangan 
tertentu34 
                                                          
32 Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 
145 
33 Sugiyono, 2007, Metodologi Penelitian Bisnis, PT. Gramedia, Jakarta. Hlm. 301 
34 Satori, Djam’an. 2007. Metode penelitian kualitatif (Mata kuliah analisi Kualitatif). Bandung: 
Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Hlm. 6 
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Jadi pada pengambilan subjek penelitian dengan menggunakan purposive 
sampling dinyatakan cocok dengan masalah yang nantinya akan dibahas oleh 
peneliti, yaitu penentuan bedasarkan tujuan yang diteliti dalam mengungkap kasus 
atau permasalahan yang diangkat didalam penelitian. Subjek penelitian juga 
ditentukan oleh orang yang dianggap paling mengerti tentang permasalahan yang 
diteliti oleh peneliti sehingga nantinya akan memudahkan peneliti dalam 
menelusuri situasi yang diteliti. 
Peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan permasalahan yang akan 
diteliti tentang Strategi pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS berbasis 
Collaborative Governance (Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang). Maka, subyek 
penelitan ini yaitu : 
1. Ketua bidang pencegahan dan pengendalian penyakit Dinas kesehatan 
kota Malang.  
2. Komisi Penanggulangan AIDS daerah Kota Malang. 
3. LSM anti AIDS kota Malang (LSM Paramitra). 
E. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah tempat untuk mencari data serta berinteraksi 
dengan subjek penelitian. Lokasi pada penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas 
Kesehatan kota Malang, kantor Komisi Penanggulangan AIDS daerah kota Malang 
(KPAD), kantor LSM Paramitra untuk mengetahui data terkait dengan Strategi 
pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS berbasis Collaborative Governance 
(Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang), selain itu lokasi penelitian juga akan 




F. Analisis Data 
Dalam Analisis data Bogdan menyatakan adalah proses mencari dan 
menyusun data secara sistematis yang didapat dari proses wawancara, catatan 
lapangan, dan bahan – bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan 
ditemuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan 
dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit – unit,  melakukan 
sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 
dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat dideskriptifkan kepada orang lain.35  
Kegiatan diawali dengan melihat situasi kasus HIV/AIDS secara nasional, 
lalu lebih spesifik melihat kasus HIV/AIDS didaerah – daerah. Kemudian kasus – 
kasus atau permasalahan yang telah ada dijadikan sebagai asumsi dasar untuk 
menjelaskan keadaan terkini dari permasalahan pada penyebaran virus HIV/AIDS 
di kota Malang. Setelah itu kemudian di tambah dengan data - data yang didapat 
dari teknik wawancara dan dokumen – dokumen terkait dengan faktor penyebab 
utama HIV/AIDS kota Malang serta Strategi pencegahan dan penanggulangan 
HIV/AIDS berbasis Collaborative Governance (Studi di Dinas Kesehatan Kota 
Malang).. 
Pada pengumpulan data dan analisis pada praktiknya tidak secara mudah 
dipisahkan, keduanya dikerjakan dengan bersamaan artinya analisis data memang 
seharusnya dikerjakan bersamaan dengan pengumpulan data kemudian dilanjutkan 
setelah pengumpulan data selesai dikerjakan.36  
Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 
data berlangsung. Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam 
                                                          
35 Sugiyono, 2016, Memahami penelitian kualitataif, Alfabeta: Bandung. Hlm.88 
36 Gunawan, I. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara.Hlm. 210 
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analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus – 
menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Setelah itu Miles and 
Huberman, juga menyatakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam analisis 
data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.37 
 
1. Reduksi data (Data Reduction) 
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk 
itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlulah segera 
melakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti 
merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal 
yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah 
direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 
peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya 
bila diperlukan.38 
Berdasarkan penjelasan diatas maka reduksi data dalam penelitian 
ini adalah merangkum, meringkas atau mengambil kesimpulan dari data – 
data yang sudah diperoleh dari data primer, maupun ata sekunder dengan 
memberi fokus atau pokok permasalahan pada “Strategi pencegahan dan 
penanggulangan HIV/AIDS berbasis Collaborative Governance (Studi di 
Dinas Kesehatan Kota Malang)”. 
2. Pemaparan/ penyajian Data (Data Display) 
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 
mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data 
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terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin 
mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan 
dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan 
sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan, yang paling 
sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 
dengan teks yang bersifat naratif.39 
Maka pada penelitian ini penyajian data akan dilakukan setelah 
ditemukan pola – pola yang didukung oleh data yang telah diperoleh yang 
mana nantinya akan di displaykan pada laporan akhir penelitian. 
3. Penarik Kesimpulan (conclusion drawing/verification) 
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and 
Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 
yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 
ditemukan bukti – bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 
pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika kesimpulan diawal yang telah 
memiliki bukti – bukti yang kuat dan konsisten maka kesimpulan yang 
dibuat merupakan suatu kesimpulan yang kredibel.40 
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan 
baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan – temuan tadi dapat 
berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih belum jelas 
sehingga diteliti menjadi jelas. Setelah peneliti menarik kesimpulan dari 
hasil penelitian, penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan suatu 
kejelasan terhadap permasalahan yang diteliti “Strategi pencegahan dan 
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penanggulangan HIV/AIDS berbasis Collaborative Governance (Studi di 
Dinas Kesehatan Kota Malang)”. Tetapi sebelum itu hasil – hasil penelitian 
tadi harus dipertimbangkan oleh beberapa pihak untuk mendapatkan suatu 
validitas yang jelas yang mana nantinya isi kesimpulan tersebut akan 
menyatakan kredibilitas dari asumsi awal yang telah ditentukan oleh 
peneliti. 
Berikut ini merupakan skema komponen dalam analisis data model 
interaktif Miles dan Huberman. 
Gambar 1 . Komponen Analisis Data : Model Interaktif Miles dan Huberman. 
Sumber : Miles dan Huberman 
Pengumpulan Data 
Penarikan 
Kesimpulan 
Reduksi Data 
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